
PEMOHON 

INFORMASI

BAGIAN 

REGISTRASI

PPID ATAU 

PPID 

PEMBANTU

ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Pemohon Informasi menyampaiakan 

pengajuan keberatan atas tidak 

terlayaninya permohonan informasi yang 

dibutuhkan melalui: (1) datang langsung 

dan mengisi formulir permohonan 

pengajuan keberatan informasi publik 

dengan melengkapi fotocopy identitas 

diri (NIK), (2) melalui website dengan 

(1) Formulir 

Pengajuan Keberatan 

informasi publik yang 

tersedia di meja 

pelayanan PPID atau 

ditampilkan di website 

dan dapat diunduh, 

(2) Fotocopy atau scan 

identitas diri (NIK) 

dari pemohon yang 

mengajukan keberatan

Pada Hari dan 

Jam Kerja

formulir 

pengajuan 

keberatan 

pelayanan 

informasi publik 

yang telah diisi 

lengkap dan 

dilampiri 

fotocopy/scan 

identitas diri 

(NIK)

2 Melakukan registrasi formulir pengajuan 

keberatan pelayanan informasi dan 

menyampaikan pengajuan keberatan 

kepada atasan PPID

Semua data-data 

pemohon informasi 

disimpan dalam 

bentuk hardcopy dan 

softcopy

Pada hari dan 

jam kerja

Daftar 

pengajuan 

keberatan 

pelayanan 

informasi yang 

telah di file 

dalam bentuk 

hardcopy dan 

softcopy

NO KEGIATAN

PENDUKUNG

KETERANGAN

PELAKSANA



3 Memeriksa formulir pengajuan 

keberatan dari para pemohon Informasi 

dan memerintahkan PPID dan PPID 

pembantu untuk menjawab permohonan 

informasi

Berkas pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi yang telah 

diisi lengkap

Pada Hari dan 

Jam Kerja

Daftar surat yang 

harus diberikan 

kepada PPID 

dan PPID 

Pembantu

4 Memerintahkan kepada PPID dan 

PPID Pembantu untuk memenuhi 

permintaan informasi dari pemohon 

informasi

(1) Berkas pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi yang telah 

diisi lengkap, (2) DIP 

yang telah 

diumumkan

Pada Hari dan 

Jam Kerja

Surat perintah 

tertulis kepada 

PPID dan PPID 

pembantu untuk 

memenuhi 

permintaan 

pemohon 

informasi yang 

mengajukan 

keberatan 

pelayanan 

informasi publik

5 Memberikan informasi yang diminta 

oleh pemohon informasi kepada Atasan 

PPID jika informasi yang dimaksud telah 

masuk DIP. Atasan PPID akan 

menjawab pengajuan keberatan kepada 

pemohon informasi. Jika informasi yang 

diinginkan pemohon informasi tidak 

termasuk dalam DIP yang telah 

diumumkan, karena informasi belum 

tersedia atau termasuk informasi yang 

dikecualikan, maka diberikan surat 

penolakan kepada pemohon nformasi

Dokumen/informasi 

yang dimaksud oleh 

pemohon informasi 

atau rekomendasi 

surat penolakan dari 

PPID atau PPID 

Pembantu karena 

informasi yang 

diminta merupakan 

informasi yang 

dikecualikan

Pada Hari dan 

Jam Kerja

Informasi Publik 

yang diminta 

oleh pemohon 

Informasi atau 

Surat Penolakan 

kepada 

pemohon 

Informasi



Lampiran IX 

Peraturan Bupati Pesisir Selatan 

Nomor …. Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedu

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah

A. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik 

Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATATanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Term Of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Komputer

5. Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Disimpan dalam bentuk softcopy  dan hardcopy

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik

Nama SOP Penanganan Keberatan Inform

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Format Standar Operasional Prosedur 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NAMA INSTANSI



Nomor …. Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Prosedur Layanan 

n Informasi Publik


